
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  12   TAHUN 2008 

TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA TASIKMALAYA,  

Menimbang  : a.  bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien 
dan memiliki sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan 
Daerah;  

b. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pemerintah Daerah menyusun ketentuan tentang Tata cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4095);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4569);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
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165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593);  

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  

DAN  

WALIKOTA TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN  :  

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH.  

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya .
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Tasikmalaya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
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kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 
jangka waktu tertentu. 

8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang 
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber 
daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen 
dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 
(dua puluh) tahun.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk 
periode 5 (lima) tahun.  

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun.  

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan 
Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD).  

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah 
adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.  

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah 
Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun 
RPJMD.  

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum 
antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD  

17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja 
Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.  
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19. Reses adalah Kegiatan Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah 
pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi 
masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang 
Anggota DPRD yang dilaksanakan diluar masa sidang. 

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan.  

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.  

23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai tujuan.  

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah.  

 
BAB II 

RUANG LINGKUP  
Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. Maksud  dan Tujuan; 
b. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; 
c. Tahapan  Rencana Pembangunan Daerah; 
d. Renstra dan Renja SKPD; 
e. Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; 

dan 
f. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 
Pasal 3  

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan 
perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua 
bidang kehidupan secara terpadu di daerah.  

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan 
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh SKPD.  

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menghasilkan:  
a. RPJPD;  
b. RPJMD; dan  
c. RKPD.  

 
BAB III 

MAKSUD  DAN TUJUAN  
Pasal 4  

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah  memberikan 
pedoman dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam 
perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan 
perencanaan pembangunan yang terarah dan berkualitas. 
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